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I. UMUM 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang 

memiliki sekitar 17.508 (tujuh belas ribu lima ratus delapan) pulau 

dengan total luas wilayah kurang lebih 8 (delapan) juta kilometer persegi. 

Seluas 1,8 (satu koma delapan) juta kilometer persegi dari wilayah 

Indonesia tersebut dikelilingi wilayah laut teritorial dan 6,1 (enam koma 

satu) juta kilometer persegi merupakan zona ekonomi eksklusif. Posisi 

wilayah yang strategis menjadikan Indonesia sebagai jalur perlintasan 

transportasi dunia dengan berbagai moda transportasi melalui wilayah 

Indonesia untuk mencapai pulau, negara, atau bahkan benua lain. Posisi 

yang strategis itu berakibat pada mobilitas yang semakin 

tinggi sehingga kemungkinan terjadinya Kecelakaan semakin meningkat. 

Selain itu Indonesia juga sebagai negara yang secara geologis 

dikelilingi oleh lempeng Eurasia, Lempeng Indo Australia, dan Lempeng 

Pasifik, serta berada dalam Pacific Ring of Fire, sehingga Indonesia 

memiliki begitu banyak titik rawan yang menyebabkan kemungkinan 

terjadinya Bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, 

tsunami, dan jatuhnya benda antariksa.  

Untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dan 

bangsa Indonesia terhadap Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Yang 

Membahayakan Manusia yang dilakukan melalui Pencarian dan 

Pertolongan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi oleh 
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semua komponen bangsa, maka pemerintah bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan pencarian yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh 

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang selama ini dikenal 

dengan nama “Basarnas”. 

Sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum dalam 

penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan telah diundangkan Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan yang 

mengatur penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan secara cepat, tepat, 

terkoordinasi, dan menguatkan fungsi kelembagaan pemerintahan yang 

bertugas melaksanakan Pencarian dan Pertolongan untuk menciptakan 

profesionalitas di bidang tugasnya, mengadopsi beberapa ketentuan yang 

berlaku secara internasional, seperti standar penanganan Pencarian dan 

Pertolongan, sarana yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan 

Pertolongan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang 

mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan 

Pertolongan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pencarian dan 

Pertolongan.  

Selain itu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian 

dan Pertolongan terdapat ketentuan pelaksanaan yang perlu diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemerintah yaitu mengenai keahlian dan standar 

kompetensi, petugas Pencarian dan Pertolongan, prosedur bantuan, 

Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan penghentian 

Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.  

Atas dasar hal tersebut, maka disusunlah Peraturan Pemerintah 

tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan yang ruang lingkupnya 

meliputi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, penghentian 

Operasi Pencarian dan Pertolongan, prosedur bantuan, dan keahlian dan 

standar kompetensi. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas.  
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Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 8  

 Ayat (1)  

  Huruf a 

    Cukup jelas. 

  Huruf b 

Yang dimaksud dengan “rencana kontingensi Pencarian dan 

Pertolongan” adalah suatu rencana tindakan yang 

dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya 

Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan 

Manusia yang diperkirakan akan terjadi di suatu wilayah 

Ayat (2)  

 Cukup jelas. 

Ayat (3)  

 Cukup jelas. 

Ayat (4)  

 Huruf a 

Cukup jelas.  

 Huruf b 

Cukup jelas. 

 

 

 

www.peraturan.go.id



No.6061 -4- 

 Huruf c 

Yang dimaksud dengan “sumber daya” antara lain manusia, 

sarana dan prasarana, dan sistem informasi dan 

komunikasi,  

 Huruf d 

Cukup jelas. 

 Huruf e 

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Yang dimaksud dengan “instansi/organisasi Potensi Pencarian 

dan Pertolongan” antara lain kementerian, lembaga pemerintah 

nonkementerian, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, pemerintah daerah provinsi, pemerintah 

daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan organisasi 

nonpemerintah. 

 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id


